BAB V
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Penulis di atas, Penulis
menarik kesimpulan guna menjawab perumusan masalah yang telah Penulis
paparkan sebelumnya, dengan uraian sebagai berikut:
1. Pengakuan Hukum Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Trade Related
Aspects of Intellectual Property Rights di Indonesia

a. Pengakuan Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek,
diatur mengenai jangka waktu perlindungan merek. Dalam
ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Merek menyatakan bahwa
merek terdaftar mendapat perlindungan hukum selama jangka
waktu 10 (sepuluh tahun) sejak tanggal penerimaan dan jangka
waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

Wujud perlindungan lainnya dari negara terhadap pendaftaran
merek adalah merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan
yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik. Pendaftaran
merek merupakan suatu cara pengamanan oleh pemilik merek yang
sesungguhnya, sekaligus perlindungan yang diberikan oleh negara.

Sejauh mana perlindungan hukum atas merek dapat tercermin dari
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cara bagaimana pendaftaran merek itu membawa implikasi
terhadap pengakuan dan pembatalannya.

Berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Merek,
Direktorat Merek dapat melakukan penghapusan pendaftaran yang
diajukan oleh pemilik merek terdaftar. Apabila penghapusan
pendaftaran merek dilakukan oleh pemilik merek yang masih
terikat dengan perjanjian lisensi, penghapusan hanya dapat
dilakukan apabila hal ini disetujui oleh penerima lisensi, kecuali
apabila telah terdapat kesepakatan tertulis dalam perjanjian lisensi
dari penerima lisensi.

b. Pengakuan Pendaftaran Merek Berdasarkan Trade Related
Aspects of Intellectual Property Rights

Perjanjian TRIPS yang berlaku sejak 1 Januari 1995 ini
merupakan perjanjian multilateral yang paling komprehensif
mengenai HAKI. TRIPS ini sebetulnya merupakan perjanjian
dengan standar minimum yang memungkinkan negara anggota
WTO untuk menyediakan perlindungan yang lebih luas terhadap
HAKI. Negara-negara Anggota dibebaskan untuk menentukan
metode yang paling memungkinkan untuk menjalankan ketetapan
TRIPS ke dalam suatu sistem legal di negaranya.

Perjanjian TRIPS mengharuskan Anggota WTO untuk
melakukan notifikasi kepada Dewan TRIPS. Notifikasi ini
merupakan fasilitasi bagi Dewan TRIPS untuk memonitor

implementasi Perjanjian dan wadah yang mendukung transparansi
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negara anggota menyangkut kebijakan atas perlindungan HAKI.
Selain itu, negara anggota yang akan memanfaatkan beberapa
ketentuan yang tercakup dalam Perjanjian dan berhubungan
dengan kewajiban harus memberikan notifikasi kepada Konsul.
Konsul telah menetapkan prosedur dan arahan mengenai notifikasi.
Sebagai tambahan, negara anggota juga telah setuju untuk
melakukan notifikasi atas hal-hal yang belum diatur dalam
Perjanjian.

Dalam beberapa putusannya, Pengadilan Niaga di Indonesia
telah memutuskan untuk membatalkan pendaftaran-pendaftaran
merek-merek milik pihak ketiga yang mempunyai persamaan
dengan merek terkenal untuk barang yang tidak sejenis
berdasarkan ketentuan TRIPs tersebut yang kemudian juga
diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

2. Penyelesaian Sengketa Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Dalam pembahasan ini yang menjadi contoh kasus adalah
perkara Nomor : 86/Pdt.Sus-Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. Penggugat
yaitu TCF Co. LLC, suatu perusahaan menurut Undang-Undang
Negara Bagian California, Amerika Serikat berkedudukan di 26901
Malibu Hill Road, Calabasas Hills, California 91301 USA.

Dalam hal ini maka dapat disimpulkan bahwa merek yang ada di
Indonesia dilindungi oleh hukum Indonesia jika merek tersebut telah

didaftarkan. Selain itu, dalam menentukan apakah ada hal yang tidak
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benar dalam penggunaan merek harus berpatokan berdasarkan

undang-undang Merek.

B. Keterbatasan
Dalam menyusun penelitian ini Penulis menemui berbagai
keterbatasan, antara lain:

1.  Keterbatasan bahan pustaka, tempat Penulis melakukan penyusunan
penelitian (Kota Batam) masih sulit untuk mencari buku-buku yang
berhubungan dengan Hukum Kepailitan, terutama referensi mengenai
hukum merek.

2. Keterbatasan waktu, karena selain melaksanakan kuliah jurusan ilmu
hukum di Universitas Internasional Batam, Penulis juga masih aktif

sebagai pemilik usaha bidang swasta di Kota Batam.

C. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan Penulis di atas,Penulis memberikan
rekomendasi sebagai berikut:
1. Penerbitan Peraturan Pemerintah yang mengatur secara rinci dan
teknis_mengenai _permohonan hingga penyelesaian sengketa merek.
Guna kepastian penerbitan dan perlindungan pemegang merek di

Indonesia.
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